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YEMBENTUKAN TIA ¥FASILITASI
pENCELAAN PERY ALAHGURAAN NARKOTIVA
KABUFATEN PEBISIK SELATAN TAHUNK 2019
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

o. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5062);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
ak Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

[Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3373);

11, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang
Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5126);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

14. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan
Narkotika Nasional;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun '20113
tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah,

18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun _2.014:
tentang Tugas, Fungsi, dan wewenang Tim F‘amh'ta:sl
Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Kabupaten Peisisr
Selatan,

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor .9
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 201‘8
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan
Narkotika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berada

dibawah tanggung jawab Bupati Pesisir Selatan dengan tugas
dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas:

a. Melakukan  Kemitraan/Kerjasama  dalam = rangka
Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dengan:
1) Organisasi Kemasyarakatan;
2) Organisasi Swasta;
3) Perguruan Tinggi;
4) Sukarelawan,
S) Perorangan; dan/atau
6) Badan Hukum.

Melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah dan Komunitas

Intelijen Daerah untuk m nyalahgunaan
Mot encegah penyalahgu

¢c. Menyusun Program dan  Kegiatan Pencegahan
Penyalahgunaan Narkotika, e
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' ‘ ' Diktum KESATU
: keria Tim sebagaimana dMsud pada
" | ?:?giatungn Bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya kept_.ltu%an ralI;'ll
dibebankafl pada Anggaran Pendapatan dan Belanja a]SPA]
Tahun Anggaran 2019 Dokumen Pela}-:gnaan Anggaran ( b
Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Selﬂ'etanat Dae
Kabupaten Pesisir Selatan pada Kegiatan Fasilitasi Pencegahan
Penyalahgunaan Narkotika.

KEEMPAT

KELIMA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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" LAMPIRAN: KEPUTUSAN gy

Susunan Keanggotaan Tim Fasilitasi

NOMOR

PATI PESISIR SELATAN
+ 130/ € /Kpts/BPT-PS/2019

TAN
TEN;;GAL : 22 JANUARI 2019
NTANG : PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENCEGAHAN

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KA

PESISIR SELATAN TAHUN 2019

Pencegahan Narkotika Kabupaten

BUPATEN

Pesisir Selatan

Tahun 2019
: No | e L — 5
| NAMA JABATAN / UNSUR KEDUDUKAN |
DALAM TIM
_ 1| H HENDRAJONIL, S.H., M.H. Bupati Pesisir Selatan Penanggungjawab
. 2 | Drs. RUSMA YUL ANWAR, Wakil Bupati Pesisir Selatan Wakil
| M Pd. Penanggungjawab
| I
3 | LETNAN KOLONEL ARH. Komandan Distrik Militer 0311 Wakil
WAHYU AKHADI, S.H Pesisir Selatan Pcnanggl'-}nglawab
4 | AKBP. FERY HERLAMBANG, | Kepala Kepolisian Resort Pesisir Wakil
| S.IK., M.M. Selatan Pﬂnanggl\lmglﬂ‘”ﬂb
I
S | YENI PUSPITA, S.H., M.H. Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Wakjl_
Selatan Penanggungjawab
Y
6 | Ir. ERIZON, M.T. Sekretaris Daerah Kabupaten Ketua
Pesisir Selatan
7 | MUSKAMAL, S H, M.Si Asisten Pemerintahan dan Wakil Ketua |
| Kesejahteraan Rakyat Sekretariat |
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan | |
8 | RINALDI, S.Pd, S H, M Si Kepala Bagian Kesatuan Bangsa Wakil Ketua II
dan Politik Sekretariat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan
9 | AKP. INDRA SONEDI, S.H. Kepala Satuan Narkoba Wakil Ketua 111
Kepolisian Resor Pesisir Selatan
10 | APRI JUNAIDI, S.E, M.Si Kasubbag Penanganan Konflik Sekretaris
pada Bagian Kesatuan Bangsa
dan Politik Sekretariat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan |
11 | Drs. ADRI, M.Si Sekretaris Dinas Pemberdayaan Koordinator
| Masyarakat dan Desa, Bidang Kemitraan
Pengendalian Penduduk dan dan Kerjasama
Keluarga Berencana Kabupaten
| Pesisir Selatan
12 | KHAIDAR RAMLI, S Pd, MSi. | Kabid Guru dan Tenaga Anggota
Kependidikan pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir _:Sfinm ;
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T Drs H FIRDAUS | s . |
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Pendidikan Agama [slam pada
T -

Kamor Kementenan Agama

S — Kabupaten Pesisir Seialan —

14 | KAPTEN. CZI. DONI LUKMAN | Perwira Seksi [ntelijen K omandco Anggoi

TH—. : Distnk Militer 0311 Pesisit Selatan p—
15 | MUHAMMAD MIFTAH | Kas: Intelijen Kejaksazn Neger Angegos

~ WINATA,5H. MH Pesisir Selatan -
16 | IPDA. JON MARDI Kepala Urusan Pembinaan Anggot2

Operasional >atuan Reserse
Narkoba Kepolisian Resot Pesisir

Selatan !
17 | DAILIPAL, S Sos, M Si Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Anggoa
| dan Pemadam Kebakaran
Kabupaien Pesisir Selatan B
18 | YENI HENDRIA, SH Kasubbag Ketzhanan Nzsional dan Anggos

Wawasan Kebangsazn pacz Bagian
K esatuan Bangsa dan Poliuk
Sekretanat Dagran K abupaten
Pesisir Selatan }
' ; N _,.;1 -
19 | VERA KORNITA, S KM, MM Kabid Peiayanan Kesehatan. Sarana h*hoihmmﬂ. [ _
dan Prasarana pada Dinas Kesehatan Dieans s rograr

Kabupaten Pesisir Selatan dan Kegaian
30 | Drs MUZAHIR <abid Pemberdayzan dan Anggota

Rehabilitast Sosial pada Dinas
Sosial. Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten
Pesisir Selatan
2] "KAPTEN RUDI SARAGIH Perwira Seksi Tentonal Komando Anggola
Distrik Militer 0311 Pesisir Selatan

72  APRINAL,S.Ag. K etua Majelis Ulamz Indonesia Anggota
- Kabupaten Pesisit Selatan *
23 ' YUMI DARM], S.Pd " Ketuz Bundo Kanduang Kabupaten Anggota
Pesisir Selatan

24 | EFRIDONI, S.Psi. Sekretaris Yayasan Ranah Mandeh Anggota
Sumbar (YAARAHMAN)

55 | Drs. DAMYURSAL Ketua Yayasan Lembaga Hidup Anggota
Bermakna dan Berkah

26 | KASRIL, S.H. ' Kasubbag Partisipasi Poliuk dan Anggota
? Fasilitasi Pemilu pada Bagian
| ' Kesatuan Bangsa dan Politik
| ' Sekretariat Daerah Kabupaten
b ' Pesisir Selatan
27 | DESTRIIRA BAHLINDA,SE. Staf Bagian Kesatuan Bangsadan | Anggota |
| ' Politik Sekretanat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan

I
|

78 | WINDY DEVONA, S STP.

—

| Staf Bagian Kesatuan Bangsa dan Anggota
- Politik Sekretanat Daerah |
. Kabupaten Pesisir Selatan %
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55 | ALIF HIDAYAT

Staf Bagian Kesatuan Bangsa dan
Politik Sekretariat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan

Anggota

30 | ZULFAHMI

Staf Bagian Kesatuan Bangsa dan
Politik Sekretariat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan

Anggota

31 | NORA PERNILA SARI, S.M.

Staf Bagian Kesatuan Bangsa dan
Politik Sekretariat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan

Sekretariat

37 | SYAFRIKA MALIZA, S.IP.

Pengadministrasi Umum pada
Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik
Sekretariat Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan

Sekretariat

33 | YELVI 7ULIANDA FEBRY,
S Kom.

Pengadministrasi Umum pada
Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik
Sekretariat Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan

Sekretanat

' 34 | LELVANIKE ODETHA, E, S.H

Pengadministrasi Umum pada
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekretanat
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Sekretariat
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